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WALIKOTA KEDIRI 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 

NOMOR 30  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 24  

TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KEDIRI, 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat 

daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Kediri, maka beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial perlu dilakukan 

penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri 

Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 

Bantuan Sosial; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam 

SALINAN 
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Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4967); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5430); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4578); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri 

(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);     
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9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota 

Kediri Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 

2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 17); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 24 TAHUN 

2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN 

SOSIAL. 

 

Pasal I 

Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita 

Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 24) yang telah beberapa kali diubah 

dengan Peraturan Walikota : 

a. Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri 

Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 

Nomor 5); 

b. Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 

dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring 

dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 

2016 Nomor 17); 

diubah sebagai berikut : 
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Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
 “Pasal 10 

(1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat 

(7) meliputi : 

a. Dinas Pendidikan Kota Kediri; 

b. Dinas Kesehatan Kota Kediri; 

c. Dinas Sosial Kota Kediri; 

d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Ker Kota Kediri; 

e. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota 

Kediri; 

f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri; 

g. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri; 

h. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri. 

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pengesahan 

atau penetapan keberadaan kelompok masyarakat/kesatuan–kesatuan 

masyarakat hukum adat sesuai dengan bidang urusan pemerintahan 

yang menjadi tugas dan fungsi SKPD masing-masing. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. 

 

Ditetapkan di Kediri 

pada tanggal 10 November 2017 

  WALIKOTA KEDIRI, 

              ttd. 

ABDULLAH ABU BAKAR 

Diundangkan di Kediri 

pada tanggal  10 November 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

 ttd. 

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 31 

 Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
                            ttd. 
 

YOYOK SUSETYO H., SH. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19611216 199003 1 003 


